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LAMPIRAN 4: Surat Permohonan Penelitian (KPID DKI Jakarta) 
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LAMPIRAN 5: Surat Permohonan Penelitian (KPI Pusat) 
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LAMPIRAN 6: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan Kunci 

(Key Informan) 

 

Wawancara I (Informan Kunci) 

Penulis  : Raissa Almira Amadea 

Narasumber : Thomas Bambang Pamungkas 

Jabatan  : Anggota Bidang Penglolaan Struktur dan Sistem 

Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) DKI Jakarta. 

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juni 2023 

 

Daftar Pertanyaan: 

PERIZINAN di ERA TELEVISI DIGITAL  

1. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital? 

2. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog 

dan tv digital?          

3. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi 

digital harus dilakukan?                                                       

PERUBAHAN MEKANISME PERIZINAN 
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1. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan 

penyiaran dilakukan?                                                                                          

2. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, 

siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran?                                     

3. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 

Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan 

penyiaran di era televisi digital?                                                                 

4. Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di era 

televisi digital?                                          

PROSES PERIZINAN TELEVISI DIGITAL 

1. Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi 

digital? 

PERANAN KPID DKI JAKARTA 

1. Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID 

Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?                                                    

2. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan 

penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja? 

PERTANYAAN TAMBAHAN 

1. Evaluasi dengar pendapat (EDP) apakah itu juga termasuk dalam 

perizinan? 
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2. Jadi, perbedaanya perizinan yang dulu dan saat ini yaitu dulu ada EDP 

sekarang tidak ada? 

3. Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan 
dari KPID DKI Jakarta? 

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kebijakan dan regulasi apa 

yang melandasi pelaksanaan 

perizinan penyelenggaraan 

penyiaran di era televisi digital? 

Berbicara mengenai perizinan 

penyiaran ini sebenarnya sudah 

ada sejak undang-undang nomor 

32 tahun 2002 tentang penyiaran 

ya, lalu PP No.46 Tahun 2021 

tentang pos, telekomunikasi, dan 

penyiaran. Bisa cari aja perizinan 

di peraturan pemerintah ya. 

2 Sejak kapan perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

dilakukan?                            

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja 

(UUCK) di sahkan.  

3 Mengapa perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

terutama untuk televisi digital 

harus dilakukan?                                                       

Iya, karena mereka menggunakan 

ruang publik dan ruang frekuensi 

gitu, dan dia diatur gitu loh. 

4 Apa perbedaan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran tv 

analog dan tv digital?                                                                           

Tidak ada perbedaan. 

Perbedaannya tidak ada, sama. 

Tapi sekarang perizinan ada di 

tingkat pemerintah pasca Undang-

Undang Cipta Kerja disahkan. 

Pemerintah dalam arti 
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Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

5 Mengenai perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran, 

siapa saja yang berperan dalam 

melakukan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran?                                     

Pemerintah. Mengenai perubahan 

mekanisme jadi tidak ada 

perbedaan, perizinan itu tidak ada 

perbedaan. Siapa saja yang 

berperan dalam proses perizinan 

saat ini kementerian semua. Ini 

kementerian semua melalui 

Kementerian Komunikasi dan 

Informasi. 

6 Apa perbedaan peran 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan Komisi 

Penyiaran Indonesia dalam hal 

perizinan penyelenggaraan 

penyiaran di era televisi digital?                                                                 

Sesuai regulasi kami ini, KPI tidak 

punya peran untuk perizinan. 

Perizinan itu ada di Kementerian 

semua. 

7 Bagaimana pandangan KPID 

Jakarta terhadap sistem 

perizinan di era televisi digital? 

KPI atau KPID tidak dilibatkan 

dalam proses perizinan, jadi kita 

tidak bisa mengomentari.  

8 Bagaimana tahapan dan syarat 

memperoleh izin siaran di era 

televisi digital? 

Itu ada di pemerintah 

kewenangannya, kita tidak bisa. 

9 Apakah ada UU yang secara 

khusus memberikan mandat 

kepada KPID Jakarta untuk 

melakukan perizinan penyiaran?                                                    

KPID itu bekerja di Undang-

Undang Penyiaran tugas dan 

fungsinya, tetapi persoalan 

perizinan itu dihilangkan karena 

Undang-Undang Cipta Kerja. 

10 Dengan adanya perubahan 

mekanisme perizinan 

Bisa dikatakan tidak ada, karena 

perizinan itu dianggap pemerintah 
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penyelenggaraan penyiaran, saat 

ini wewenang KPID dalam 

perizinan apa saja? 

televisi itu investasi jadi kita tidak 

punya kewenangan untuk itu.  

11 Evaluasi dengar pendapat 

(EDP) apakah itu juga termasuk 

dalam perizinan? 

Itu hanya kita meminta laporan 

evaluasi, mengevaluasi siaran aja.  

12 Perbedaanya perizinan yang 

dulu dan saat ini yaitu dulu ada 

EDP sekarang tidak ada? 

EDP gaada karena Undang-

Undang Cipta Kerja (UUCK), jadi 

perizinan itu ada perizinan baru, 

ada perizinan perpanjangan ya 

menjelaskan begitu. Perizinan baru 

itu adalah perizinan untuk 

mengajukan izin penyelenggara 

penyiaran (IPP), izin perpanjang 

memperpanjang IPP nah itu. Jadi, 

sudah banyak perubahan.  

13 Dari perubahan mekanisme 

perizinan ini, adakah kendala 

dan hambatan dari KPID DKI 

Jakarta? 

Mungkin hambatannya itu ya kita 

tidak tau TV mana aja yang sudah 

melakukan proses perizinan ya. 
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LAMPIRAN 7: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan 1 

 

Wawancara II (Informan Pendukung 1) 

Penulis  : Raissa Almira Amadea 

Narasumber : Tri Andri Supriadi 

Jabatan  : Koordinator Bidang Penglolaan Struktur dan Sistem  

Penyiaran  (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) DKI Jakarta. 

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023 

 

Daftar Pertanyaan: 

PERIZINAN di ERA TELEVISI DIGITAL  

1. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital? 

2. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan 

tv digital?     

3. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi 

digital harus dilakukan?                                                       

PERUBAHAN MEKANISME PERIZINAN 
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1. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran 

dilakukan?                                                                                         

2. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, 

siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran?                                     

3. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 

Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan 

penyiaran di era televisi digital?                                                                 

4. Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di era 

televisi digital?                                          

PROSES PERIZINAN TELEVISI DIGITAL 

1. Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi 

digital? 

PERANAN KPID DKI JAKARTA 

1. Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID 

Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?                                                    

2. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan 

penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja? 

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 1 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kebijakan dan regulasi apa yang 

melandasi pelaksanaan perizinan 

Regulasi yang mengatur dalam 

pelaksanaan perizinan penyiaran 
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penyelenggaraan penyiaran di era 

televisi digital? 
itu ada di peraturan pemerintah, 

Permen No.18 tahun 2016 tentang 

persyaratan dan tata cara perizinan 

penyelenggaraan penyiaran untuk 

saat ini sudah tidak dipakai, 

Permen Kominfo No. 6 tahun 2021 

tentang penyelenggaraan 

penyiaran, sama PP No. 46 tahun 

2021 tentang pos, telekomunikasi, 

dan penyiaran. Informasi 

lengkapnya bisa dilihat di web KPI 

mengenai regulasi perizinan ya 

disitu.  

2 Sejak kapan perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

dilakukan?                            

Ya itu, sejak Undang-Undang 

Cipta Kerja (UUCK) ditetapkan 2 

November 2020 itu. 

3 Mengapa perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

terutama untuk televisi digital 

harus dilakukan?                                                       

Karena penyiaran inikan 

menggunakan milik publik, 

frekuensinya milik publik tentu 

dalam pemanfaatanya harus 

memastikan pemanfaatan frekuensi 

ini sehingga perizinan harus 

dilakukan agar teratur dan dapat 

bermanfaat untuk publik karena 

frekuensi ini milik publik. 

4 Apa perbedaan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran tv 

analog dan tv digital?                                                                           

Semenjak Undang-Undang Cipta 

Kerja (UUCK) No.11 tahun 2020, 

perbedaannya proses perizinan 

penyiaran itu ya KPI Jakarta udah 
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ga terlibat lagi di proses perizinan 

ya. 

5 Mengenai perubahan mekanisme 

perizinan penyelenggaraan 

penyiaran, siapa saja yang 

berperan dalam melakukan proses 

perizinan penyelenggaraan 

penyiaran?                                     

Yang berperan dalam proses 

perizinan itu sekarang ya itu semua 

ada di KOMINFO sama melaui 

sistem OSS. 

6 Apa perbedaan peran 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan Komisi Penyiaran 

Indonesia dalam hal perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era 

televisi digital?                                                                 

Peranannya ya kita lebih banyak ke 

sistem pengawasan aja, buat 

perizinannya kami ga punya peran 

ya dalam perizinan. Yang udah 

dibilang tadi saat ini perizinan itu 

sekarang semuanya ada di 

Kementerian KOMINFO. 

7 Bagaimana pandangan KPID 

Jakarta terhadap sistem perizinan 

di televisi digital? 

Semua balik lagi kesana lagi, ada 

di KOMINFO. Dulu namanya 

KPID DKI itu tuh waktu sebelum 

UU Cipta Kerja disahkan 2 

November 2020 itu ASO kemarin 

kita sempat melakukan perizinan 

ada IPP prinsip terus sama sebelum 

jaman dulu itu ada RK 

(Rekomendasi Kelayakan) DKI 

yang mengeluarkan jadi untuk TV 

Lokal, terus ada namanya setelah 

RK itu keluarlah IPP prinsip nah 

DKI ada 18 TV yang ber-IPP 

prinsip.  
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8 Bagaimana tahapan dan syarat 

memperoleh izin siaran di era 

televisi digital? 

Tahapan dan syarat izin siaran itu 

ada di kewenangannya pemerintah. 

9 Apakah ada UU yang secara 

khusus memberikan mandat 

kepada KPID Jakarta untuk 

melakukan perizinan penyiaran?                                                    

Pasca undang-undang cipta kerja, 

KPID Jakarta saat ini untuk 

perizinan ini tidak dilibatkan lagi 

ya dalam proses perizinan ya. 

Sekarang kami fokus dalam 

pengawasan isi siaran. 

10 Dengan adanya perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran, saat 

ini wewenang KPID dalam 

perizinan apa saja? 

Kita tidak diberi kewenangan sama 

sekali, bukannya tidak diberi 

kewenangan ya. Kita ada di 

evaluasi di program PS2P, tapi 

untuk tahap kewenangan perizinan 

semua sudah dialihkan ke 

Kementrian KOMINFO.  
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LAMPIRAN 8: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan 2 

 

Wawancara III (Informan Pendukung 2) 

Penulis  : Raissa Almira Amadea 

Narasumber : Muhammad Hasrul Hasan 

Jabatan  : Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem  

Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 

 Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam hal perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital saat ini? 

2. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi 

digital harus dilakukan? 

3. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital? 

4. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog 

dan tv digital? 

5. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan 

penyiaran dilakukan?  
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6. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, 

siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran?    

7. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Daerah dalam hal perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?  

8. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan 

penyiaran, saat ini wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dalam 

perizinan apa saja? 

9. Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan 

dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran 

untuk televisi digital?  

10. Dari adanya migrasi Analog Switch Off ke tv digital ini dan perubahan 

mekanisme perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia menerima atau 

menolak inovasi tersebut?  

11. Untuk lembaga penyiaran dan masyarakat apakah informasi mengenai 

perubahan mekanisme perizinan sudah dilakukan dengan baik? 

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 2 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa peran Komisi Penyiaran 

Indonesia Pusat dalam hal 

perizinan penyelenggaraan 

Semenjak Undang-Undang Cipta 

Kerja (UUCK) No.11 tahun 2020 

disahkan pada 2 November 2020, 

KPI sudah tidak terlibat lagi dalam 
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penyiaran di era televisi digital 

saat ini? 
proses perizinan. Untuk semua 

perizinan semua 1 pintu yaitu 

melalu BKPM atau Kemen Invest 

(melalui sistem Online Single 

Submission / OSS) 

2 Mengapa perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

terutama untuk televisi digital 

harus dilakukan? 

Proses perizinan harus tetap 

dilakukan agar tertib administrasi 

dan sesuai aturan. Namun yang 

terpenting adalah sosialisasi yang 

cukup kepada pihak – pihak yang 

akan melakukan perizinan agar 

mereka tahu bila ada perubahan – 

perubahan alur atau prosesnya. 

3 Kebijakan dan regulasi apa yang 

melandasi pelaksanaan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran di era 

televisi digital? 

Pada Pasal 72 Nomor 8 UU Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja, Pasal 60 (tentang Penyiaran) 

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 60A sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 60A 

Penyelenggaraan penyiaran 

dilaksanakan dengan mengikuti 

perkembangan teknologi,termasuk 

migrasi penyiaran dari teknologi 

analog ke teknologi digital. 

 

Migrasi penyiaran televisi terestrial 

dari teknologi analog ke teknologi 

digital sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) dan penghentian siaran 

analog (analog switch off) 

diselesaikan paling lambat 2 (dua) 

tahun sejak mulai berlakunya 

Undang-Undang ini. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

migrasi penyiaran dari teknologi 

analog ke teknologi digital 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah 

 

PP Nomor 46 Tahun 2021 

Tentang pos, telekomunikasi, dan 

penyiaran 

 

Pasal 78 

Penyelenggaraan Penyiaran jasa 

Penyiaran televisi melalui media 

terestrial dilakukan dengan 

teknologi digital melalui 

Penyelenggaraan Multipleksing 

(beberapa sinyal analog untuk 

diproses oleh satu analog-to-digital 

converter (ADC) 

 

Pasal 79 

Penyelenggara multipleksing 

melaksanakan layanan program 

siaran sesuai dengan cakupan 
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wilayah Penyelenggaraan 

Multipleksingnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 80 

Pelaku Usaha yang memiliki 

infrastruktur aktif di bidang 

Telekomunikasi dan/atau Penyiaran 

dapat membuka akses pemanfaatan 

infrastruktur dimaksud kepada 

penyelenggara Penyiaran 

berdasarkan kesepakatan melalui 

kerja sama para pihak dengan 

mempertimbangkan persaingan 

usaha yang sehat sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 

Penyelenggara multipleksing dapat 

bekerja sama dengan 

penyelenggara multipleksing 

lainnya dan/atau penyelenggara 

Jaringan Telekomunikasi dalam 

rangka penggunaan bersama 

infrastruktur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 81 
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LPP, LPS, dan/atau LPK 

menyediakan layanan program 

siaran dengan menyewa slot 

multipleksing kepada 

penyelenggara multipleksing. 

 

Pasal 83 

(Penyelenggara multipleksing wajib 

mempublikasikan pembukaan 

peluang kerja sama dan informasi 

mengenai slot multipleksing yang 

dikelolanya untuk disewakan 

kepada LPP, LPS, dan atau LPK. 

4 Apa perbedaan proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran tv 

analog dan tv digital? 

Ini ada catatan-catatannya ya. 

Informasi lengkap melalui power 

point. 

5 Sejak kapan perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

dilakukan?  

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja 

(UUCK) No.11 Tahun 2020 

diberlakukan pada 2 November 

2020 

6 Mengenai perubahan mekanisme 

perizinan penyelenggaraan 

penyiaran, siapa saja yang 

berperan dalam melakukan 

proses perizinan penyelenggaraan 

penyiaran?    

Yang berperan dalam proses 

perizinan adalah Kemen Kominfo 

dan BKPM atau Kemen Invest 

(melalui sistem OSS / Online 

Single Submission) 

7 Apa perbedaan peran 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan Komisi Penyiaran 

Indonesia Pusat/Daerah dalam 

a. KemenKominfo RI; Lembaga 

penyiaran mengajukan permohonan 

baik perpanjangan maupun baru 

(namun semua proses melalui OSS 

(BKPM / Kemen Invest). 
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hal perizinan penyelenggaraan 

penyiaran di era televisi digital?  
b. KPI: tidak dilibatkan lagi dalam 

proses perizinan. KPI sedang 

berupaya mengajukan permohonan 

untuk meminta hak akses untuk 

KPI dan KPID (saat ini proses 

pengajuan terus diupayakan dengan 

melakukan berkali – kali 

berkoordinasi dengan 

BKPM/Kemen Invest. Hak Akses 

difungsikan sebagai informasi bagi 

KPI bahwa ada LP yang berizin 

baik baru maupun eksisting. Walau 

KPI sudah tidak terlibat dalam 

perizinan, KPI tetap berupaya dari 

sisi rekomendasi yaitu dengan 

membuat PKPI No. 2 tahun 2023 

Rekomendasi Pencabutan Izin 

Karena Televisi Tidak Bersiaran. 

8 Dengan adanya perubahan 

mekanisme perizinan 

penyelenggaraan penyiaran, saat 

ini wewenang Komisi Penyiaran 

Indonesia dalam perizinan apa 

saja? 

Semenjak sudah tidak dilibatkan 

dalam proses perizinan. KPI fokus 

kepada pengawasan isi siaran dan 

sosialisasi KPI secara kelembagaan. 

Banyak program – program KPI 

dalam melakukan sosialisasi 

(Sekolah P3SPS, Literasi Media 

dan FMPP / Forum Masyarakat 

Peduli penyiaran serta MKK / 

Minat Kenyamanan dan 

Kepentingan Publik). Selain itu 

KPI juga mengembangan Aplikasi 

SSJ / Sistem Stasiun Jaringan. 
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Aplikasi SSJ berfungsi untuk 

menghitung ketentuan konten lokal 

10%. Dimana pemenuhan konten 

lokaL 10% adalah amanat UU 

Penyiaran dan P3SPS. Lembaga 

Penyiaran harus mematuhi aturan 

tersebut. 

9 Dari perubahan mekanisme 

perizinan ini, adakah kendala dan 

hambatan dari Komisi Penyiaran 

Indonesia dalam penyelenggaraan 

penyiaran untuk televisi digital?  

Tentu ada kendala bagi KPI ketika 

sudah tidak terlibat dalam proses 

perizinan. Contoh: KPI tidak bisa 

mengetahui televisi mana saja yang 

sudah berizin khususnya LP baru. 

Contoh lain: Ketika ada televisi / 

radio yang sudah berizin ketika 

dalam perjalanan siaran, LP 

tersebut ternyata berafiliasi dengan 

kelompok teroris, kontennya ujaran 

kebencian, HOAKs. Bila ini terjadi 

tentu akan menjadi pertanggung 

jawaban moral kepada publik 

karena KPI adalah representasi 

publik salah satunya untuk 

mencerdaskan bangsa. 

10 Dari adanya migrasi Analog 

Switch Off ke tv digital ini dan 

perubahan mekanisme perizinan, 

Komisi Penyiaran Indonesia 

menerima atau menolak inovasi 

tersebut?  

KPI tentu setuju terkait dengan 

ASO. Melihat perkembangan 

teknologi dan disrupsi digital 

semua negara harus mengikuti 

perkembangan termasuk Indonesia. 

Fun Fact, Indonesia bersama Timor 

Leste adalah 2 negara terakhir di 
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Asia Tenggara yang belum beralih 

ke digital. Oleh karena itu, 

Indonesia harus segera bergerak 

melakukan perubahan dalam hal 

kemajuan teknologi. Saat ini, 

Indonesia terus berupaya sosialisasi 

agar Analog Switch Off berjalan 

sukses dan seluruh masyarakat 

dapat menikmati siaran digital. 

11 Untuk lembaga penyiaran dan 

masyarakat apakah informasi 

mengenai perubahan mekanisme 

perizinan sudah dilakukan dengan 

baik?  

Untuk media penyiaran dan 

masyarakat apakah informasi 

mengenai perubahan mekanisme 

perizinan sudah dilakukan dengan 

baik? Sejauh ini, saya pikir kurang 

maksimal karena perubahan proses 

perizinan yang dirasa dilakukan 

tanpa koordinasi yang baik antar 

institusi. Fun fact, Masih banyak 

KPI Daerah dan Lembaga 

Penyiaran yang tidak tahu 

perubahann alur / proses perizinan 

yang terbaru. 
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LAMPIRAN 9: Dokumentasi 

 

      

Dokumentasi dengan Key Informan Bapak Thomas Bambang Pamungkas 

selaku Anggota Bidang Penglolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) di 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta. 
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Dokumentasi dengan Informan Pendukung 2 Bapak Muhammad Hasrul 

Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran 

(PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 

 

Dokumentasi pengawasan isi siaran yang dilakukan di Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. 
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